BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMORAT TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- bahwa unfuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu
membentuk  Peraturan Bupati tentang  Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng
Rappang.

1 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

3. Undang-Undang Neomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Memperhatikan

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292,
Tambahan DUembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSEAN

: PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKQK,
FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

3. Sckretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng
Rappang.

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidenreng Rappang.

7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas
jabatan, .

8. Fungsi adalah pekerjaan vang merupakan penjabaran
dari tugas pokok.

9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas
sermnua tugas jabatan yang merupakan upava pokok
vang dilakukan pemegang jabatan.



BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

£l.

b.

g
h.

Kepala Dinas;

Sekretariat;

1. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

2. 3ub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Modal;

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. S8cksi Promosi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi;

1. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Bidang Penyelenggaraan Pelayvanan Perizinan dan Nonperizinan;

1. Seksi Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan Nonperizinan;
2. Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

1. Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan;

2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

Jabatan Fungsional. g

UPT Dinas

{2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum
pada lampiran vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAR III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POHOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyvelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal
dan pelayanan tcrpadu satu pintu vang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugask#an kepada Pemerintah Daerah.



(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada.
avat (1) menyelenggarakan fungsi :

£

b.

perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal; L

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelavanan
terpadu satu pintu,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat
(2) diuraikan sebagai berikut :

4a.

e
‘
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merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan sesual peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;

mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan
tugas pokok dan lungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD
yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan
pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian.
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;

menyediakan peraturan daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif
di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten; 3 )
menyediakan potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha
(pertanian, perikanan, industri, perdagangan, perhubungan,
pariwisata, komunikasi dan informatika, keuangan, pendidikan,
kesehatan, dan/atau jasa lainnya);

menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk
menanamkan modal;

memfasailitasi minat penanaman modal per tahun:

merencanakan program peluang investasi daerah;

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan:

mengelola perizinan dan nonperizinan vang diterbitkan per tahun
seluruh scktor usaha;

mengelola jumlah rencana investasi vang disctujui per tahun;
menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
yang menjadi kewenangan Dacrah;

menyusun realisasi investasi per tahun;

menyelenggarakan pembinaan perusahaan penanaman modal (PMDN
dan/atau PMA); ;

menyelenggarakan pengawasan perusahaan penanaman modal
(PMDN dan/atau PMA};



(1)

(2)

(3)

v. menyelenggarakan fasilitasi dan/atau penvelesaian masalah dalam
rangka pelaksanaan penanaman modal {(PMDN dan/atau PMA);

w. menyelenggarakan sistem pelayanan dan perizinan investasi secara
elektronik (SPIPISE);

x. menvelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,

lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam

rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai bahan

perumusan kebijakan; dan

z. menyelenggarakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya

=

Bagian Kedua
Sekretaris

P?asal 5

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris vang mempunvai tugas pokok
melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan
serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum,
keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
pengoordinasian penyusunan.program dan pelaporarn;
pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2 pep g

Tugas pokok dan fungsi sebagaimmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diuraikan sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
peleksanaan tugas; -

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan  Sckretariat untuk  mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadan hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawal (SKP);

e. menyusun TATICAIIZELL, mengoreksi, memarat daur/atau
menandatangani naskah dinas;

f.  mengikuti rapat-rapat scsuai dengan bidang tugasnya;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
schingga terwujud  koordinasi, sinkronisasi dan  inftegrasi
pelaksanaan kegiatan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan Dinas;

i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur [SOP)
Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;

J. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan

barang Dinas;



(2]

k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan
dan penghapusan barang: ~

1. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian dan hukum;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi

keuangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan.

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelelaan kearsipan;

mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi:

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sckretariat cdan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan

- sesuai dengan bidang tugasnva,

LR

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin olch Kepala Sub
Bagian vang mempunyal tugas pokolk mengumpulkan bahan dan
melakukan penvusunan program, penvajian data dan informasi,
pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diuraikan sebagai

benlkut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
scbagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Kcuangan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (SKPj;

¢. menyusun rancangari, mengorcksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnyva;

g, mengootrdinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penvusunan
perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas;

h. menghimpun dan menyajikan data dan informasl program dan
kegiatan Dinas;

1. menylapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi

kinerja;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur

(SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Ninas;

1. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran
Dinas; ’

m. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengeiola administrasi
kcuangan Dinas;

e



(1)

(2)
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melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan
keuangan Dinas;

mengoordinasikan  pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
pencrimaan keuangan,

menviapkan bahan dan menvusun laporan keuangan;

menyusun realisasi perhitungan anggaran;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana  kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang; ‘

menyiapkan bahan dan menvusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yvang mempunyal tugas pokok mengumpulkan bahan dan mclakukan
urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola
administrasi kepegawaian.

&

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berilcut :

4. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

¢. memantau, mengawasl dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (3SKP);

e, menyusun rancangan, - mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masulk
dan keluar:

1. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

j.  melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengeleclaan urusan
rumah tangga Dinas;

k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksasnasn rapat badan,
upacara bhendera, kehumasan, dan keprotokolan;

1. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;

m. mengoordinasikan dan memflasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai;

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan

ketatalaksanaan;
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menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia
dilingkungan Dinas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian,; ;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan
produk hukum di lingkungan Dinas;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan kepegawaiarn,;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman

Modal

Pasal 8

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan kebijakan operasional di hidang perencanaan.
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

(2)

Untuk melaksanalkan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Modal mempunyai fungsi :

&.

b.

[

d.

penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal
yvang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

pembuatan peta polensi investasi Kabupaten; i
penyvelenggaraan promosi penanaman modal yvang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten, dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesual
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diuraikan sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan RBidang Perencanaan, Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi pelunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan' mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi-
Penanaman Modal untuk mengelahui perkembangan pelaksanaan
tugas:

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusin rancangan, merngoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

menyusurl perencanaan program peluang invertasi Daerah



p.

memfasilitasi penyusunan 'draft Perda pemberian insentif di bidang
penanaman modal; '

menyediakan peta potensi penanaman modal

menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal
kabupaten;

memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanamean modal
di kabupaten;

menyelenggarakan sistemn informasi dibidang penanaman modal;

. menyelenggarakan Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi

Penanaman Modal;

menvelenggarakan Penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan
kegiatan di bidang pengembangan investasi;

menyelenggarakan Analisa Pengembangan potensi dan peluang
investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;

menyelenggarakan Penvusunan data statistik dan  publikas
pengembangan investasi; '
menyelenggarakan  penyusunan dan penetapan kebijakan
penigembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanamat
modal daerah;

menyelenggarakan  penyusunan  peraturan daerah fentang
penanaman maodal  sesuai standar dan  kelentuan peraturan
perundang-undangan;

menvusun rencana romosi dan penanaman modal didaerah;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Perencanaan, Pengembangar Tklim dan Promosi Penanaman Modal
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal 9

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunvai tugas pokok menyiakan
pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut :

Aa.

b.

&
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menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal untuk mengerahui perkembangan pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kemja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangar, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapart sesuai dengan bidang tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan rencana program peluang imvesiasi
Daerah;

menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal:
menviapkan bahan pemhbuatan peta;

merginventarisasi potensi penanaman modal;
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melaksanakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
menylapkan bahan koordinasi perencanaan penanaman modal;

. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang informasi

dan investasi; £

menyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk
kerjasama penanaman modal,

menyiapkan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi
penanaman modal;

menyiapkan pembenan fasilitas kepada investor dan calon investor;
menyiapkan pemberian kemudahan/insentif bagi penanam modal;
menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi
penanaman modal vang menjadi kewenangan daerah;

menyiapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permochonan
baik penanaman modal baru/perubahan/perluasan;

melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan
pengembangan sistem informasi penanaman modal;

menyiapkan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
menyiapkan bahan koordinasi pengembangan iklim penanaman
modal;

menyusun Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman
modal,

menyiapkan profil-profil Investasi;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Perencanaan dan Pengembangan Iklirm Penanaman Modal dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bhidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Promost Penanaman Modal dipunpin oleh Kepala Seksi vang
mempunyai tugas pokok menyiakan pedoman dan pembinaan teknis
operasional kegiatan promosi penanaman modal.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avatr (1) diatas diuraikan
sebagail berikut : '

a.

b.

chh

menyusun rencana kegiatdn Seksi Promosi Penanaman Modal
sebagai pedoman dalam pclaksanaan tugas; '
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Secksi Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan
lancar;

memantau, mengawasl dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Promosi Penanaman Modal untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pepawai (SKP);

menvusun rancangan, - mengoreksi, memarafl dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai.dengan bidang lugasnya;

menylapkan kcgiatan promosi;

memberikan pelavanan dan pendampingan fasilitasi penanaman
mordal;

menyiapkan bahan penyeleng'garaan promosi penanaman modal vang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
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j. menvediakan informasi dan peluang usaha untuk kerjasama
penanaman modal; '

k. menyiapkan bahan pclaksanaan kajian, perumusan dan penyusunain
materi promosi; ;

1. menyiapkan bahan penvusunan kebijakan teknis penyclenggaraan
pameran penanaman modal;

nm. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan bahan dan
media promosi; ' _

1. menyiapkan bahan pcnyelenggaraan pameran dalam dan luar negert
serta pemeliharaan sarana dalil prasarana;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi investasi baik di dalam
maupun di luar negeri; '

p. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan promosi, investasi baik di
dalam maupun di luar negeri,

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman serta mengembangkan
sistem informasi penanaman modal dan website penanaman modal;

r. menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Scksi Promosi
Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagal bahan perumusan kebijakan; dan

s, melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Siztem Informasi

Pé.sa.l 11

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin
olech Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian
penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1}, Kepala

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

mempunyai fungsi : _

a. pengendalian peclaksanaan penanaman modal vang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten;

b. pengelolaan data dan inforinasi perizinan dan nonperzinan yang
terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten;

¢c. pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan [ungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat

(2) diuraikan sebagai berikut :

a. menyusun rencana keglatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal
dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem
[nformasi sehingga berjalan lancar;

¢. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistern
Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

€. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
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mengikuti rapat-rapat scsuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan pengendalian pemanfaalan secara maksimal SPIPISE
LKPM On-line terkait pengembangan realisasi inveslasi oleh investor
dan Aparatur; v

melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
menyusun realisasi investasi per tahun;

melaksanakan pengendalian yang harus menvatu dengan PTSP
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan
pelaksanaan penanaman modal;

meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait daerah
dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman
modal; '

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang keterituan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam
rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan
fasilitasi penanaman modal;

melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka
pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
melaksanakan pemberian penghargaan tatakelola pemerintahan bagi
Daerah;

mengendalikan fasilitasi pengelolaan deta informasi perizinan dan
nonperizinan;

menyusun laporan hasil ' pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai . bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan
pembinaan teknis operasional kegiatan pemantauan dan pengawasan
penanaman modal.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut :

a.,

b.

1
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menyusun trencana kegiatan Sclisi Pemantauan dan Pembinaan
Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal
sehingga berjalan lancar; J

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugus dalam
lingkungan Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Moedal
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas:

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi keja bawahan
sesuail Sasaran Kerja Pegawai {SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau
menandatangani naskah dinas:

mengikuti rapat-rapal sesuai dengan hidang (ugasnya;

melakukan pengoperasian SPIPISE LKPM On-line:

melaksanakan kunjungan ke lokasi proyvek penanaman modal;
menyusun dokumen pengetahuan dan keteramnpilan penanamarn
modal
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j. menyiapkan bahan koordinasi terkait pengawasan ketentuan

. penanaman modal;

k. menyiapkan bahan koordinasi terkait penggunaan fasilitasi
penanaman modal;

1. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah pelaksanaan
penanaman modal;

m. mengelola pelaksanaan penghargaan tatakelola;

n. menyusun dokumen pengetahuan dan keterampilan pcnanaman
modal; :

0. menyiapkan bahan koordinasi masalah penanaman modal;

p. menyiapkan pengkajian, perumusan dan penvusunan pedoman dan
tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi
penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

q. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis tentang
pemantauan dan pengawasan penanaman modal

r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitas Pengawasan

s. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
yang menjadi kewenangan Dacrah kabupaten,

t. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis tentang pembinaan
penanaman modal;

u. menyiapkan bahan penyusunan peta investasi daerah dan
identifikasi sumber daya daerah;

v. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian tentang usulan dan
pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non
fiskal nasional sesual kewenanganya,

w., menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal dan membenkan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya. by

Pasal 13

Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin coleh Kepala Seksi yang
mempunvai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis
operasional kegiatan pengeloluan data dan informasi pelayanan
perizinan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatas diuraikan

sebagai berikut : .

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi
sebageai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
Hngkungan Seksi Pengolahian Data dan Informasi sehingga berjalan
lancar,

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Megawai (SKD);

G, IMEenyusurn TAICETIZHT, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesual dengan bidang tugasnyva;

g, mengelolah data dan informnasi perizinan dan nonperizinan vang
terintergrasi pada tingkat Daerah lkabupaten;
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h. melaksanakan pembanguhan; pemeliharaan, peningkatan dan
pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modaldan
pelayanan perizinan secara terintegrasi,

i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan
realisasi penanaman modal dan perizinan lainnya;

jo mengumpulkan mengelolah dan menyvusun dala perkembangan
penanaman modal dan pelavanan perizinan secara berkala;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan
Data dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

I. melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesuat
dengan bidang tugasnva.

Bagian Kelima
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pgsal 14

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dipimpin
oleh Kepala Bidang vang mempunyval tugas pokok mclaksanakan
perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinasn.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelavanan Perizinan dan Nonperizinan
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pemantauan penyelenggaraan pelavanan perizinan  dan
nonperizinar;

b. pelaksanaan pembinaan pemfelenggara'm pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

¢. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

d. pelaksanaan evaluasi kematdn penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan;

e. melaksanakan fungsi kedinasan lain vang diperintahkan atasan
sesuail dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sehagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat

(2) diuraikan sebagai berikut :

a. menyusun rencana keglatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi pectunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan schingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian lerhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
seslai Sasaran Kerja Pegawai [SKP);

e. Imenyusun rancangar, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

mengikutl rapat-rapal sesuai dengan bidang tugasnya;

menyelenggarakan kegiatan pélayanan Perizinan terpadu Satu Pintu:

menyelenggarakan penyusunana Tim Teknis peninjauan lapangan;
menyelenggarakan Administrasi Pelayanan;

ol 8 ¢ = B
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J. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan, Perizinan dan Nonperizinan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan: dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesual dengan bidang tugasnyva.

Pasal 15

Seksi Pelavanan dan Pemprosesan Perizinan dan Nonperizinan dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman
dan pembinaan teknis operasional kegiatan pelavanan perizinan dan
nonperizinan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1} diatas diuraikan

sebagai berikut -

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelavanan dan Pemprosesan
Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas; :

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di

lingkungan Seksi Pelayvanan dan Pemprosesan Perizinan dan

Nonperizinan sehingga berjalan lancar;

memantal, mengawasi dan mengevaluasi pelalksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Pelavanan dan Pemprosesan Perizinan dan

Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

£, menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan
perizinan dan penyerahan izin;

h. melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan
administrasi perizinan;

. melaksanakan kegiatan Pemprosesan;

j- melaksanakan pemeriksaan  berkas permohonan dan persyaratan
administrasl perizinan;

k. melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan;

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelavanan
dan Pemprosesan Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

m. melakukan tugas kedinasan -lain vang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnyva.

03

Pasal 16

Selesi Penigolahan Data Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai {uges pokok menyiapkan pedomean dan
pembinaan teknis operasional kegiatan pengolahan data perizinan dan
nonperizinan.
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Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1] diatas diuraikan

sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data Perizinan dan
Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pcngolahan Data Perizinan dan Nonperizinan
sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan’ mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawsahan
sesual Sasaran Kerja Pegawal (SKP);

e. menyusurn rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnyva;

. melaksanskan kegiatan Pengolahan data

h. menyiapkan penilaian dan penvusunan berita acara penilaian

permohonan;

mempersiapkan data permohonan perizinan

melaksanakan verifikasi data dari lokasi dengan data permohonan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan

Data Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagal bahan perumusan kebijakan:

dan i

1. melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang Lugasnva,

bl o

Bagian Keenam
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 17

Bidang Pengaduan, Kebijjakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
kebijakan opecrasional di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan
layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pclaporan Layanan mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

b. pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan
advokasi serta pelaporan layanan;

¢. penylapan perumusan kebijakan tcknis operasional pengaduan,
kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;

d. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi
serta pelaporan layanan;

e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungs: sebagaimana dimaksud pada avat (1] dan avat

(2) diuraikan sebagai berikur :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan scbagai pecdoman dalam pelaksanaan tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
linglklungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilajan terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKFP),

menyusun rancangar, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandaiangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesual dengan bidang tugasnva;
menyelenggarakan Kegiatan Penanganan Pengaduan;

menyelesaikan pemecahan masalah vang berkaitan dengan
pengelolaan pengaduan; .
memberikan petunjuk feknis yang bherkaitan dengan pengaduan
perizinan;

menangani pengaduan masyarakat;

menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
mclaksanakan Lklarifikasi dan memberikan advokasi terhadap
permasalahan yang terjadi selama proses palayanan perizinan;
menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan

mengoordinasikan pelaporan layanan;

melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan pelavanan
perizinan secara berkala;

menyusun laporan hasil’ pelaksanaan tugas Kepala DBidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedmasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan
teknis operasional kegiatan pengaduan dan informasi layanan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatas diuraikan
sebagai berikut :

a.

1.

@

L

menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Pelaporan
Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan sehingga
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layaﬂan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreks, memaraf dan /atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesual dengan bidang tugasnya;

menyiapkan hahan penvelenggaraan kegiatan penangaian
pengaduan

menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan
pengelolaan pengaduan
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menyiapkan bahan dan pétunjuk teknis vang berkaitan  dengan
pengaduan perizinan;

menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pelaporan lavanan;
menyiapkan bahan koordinasi pelaporan layvanan;

. mengumpulkan mengolah dan menyusun data Pelaperan pelayanan

perizinan secara berkala;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengaduan
dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan dipimpin oleh Kepala Seksi vang
mempunyal tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis
operasional kegiatan kebijakan dan advokasi layanan.

(2] Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut :

.

b.

=

menyusun rencana keglalan Seksi Kebijakan dan Advokasi Tayanan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas di
lingkungan Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan sehingga berjalan
lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kebijjakan dan Advokasi Layanan unfuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, . mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesual dengan bidang tugasnya;
menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advekasi Layanan;
melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap
permasalahan vang terjadi selama proses palayanan perizina;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kebijakan
dan Advokasi Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagisn Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagaian
tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.
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Bagian Kedelapan
Tim Teknis

Pasal 21

(1) Tim teknis adalah unsur-unsur perangkat daerah vang mempunyai
kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

(2) Tim tekmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas :
a. meninjau lokasi atau tempat usaha pemohon sesuai dengan
permohonan vang diajukan untuk pemerikasaan teknis;
b. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan vang
diajukan olch pemohon;
c. menandatangani Berita Acara hasil tinjauan lokasi;
d. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tim kepada ketua tim.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas melaksanakan ,tugasnva berdasarkan kebijjaksanaan
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati
untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkup masing-masing maupun antar satuan Kerja Perangkat Daerah serta
dengan Instansi lein di luar Pemerintah Dacrah scsuai dengan tugas

masing-masing.
Pasal 25

(1) Kepala Dinas wajib mengawasi Seckretaris dan setiap Kepala Bidang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila
terjadi  penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah vang
diperlukan sesuai dengan peraturan.



(2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah vang
diperlukan sesuai dengan peraturan.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas seliap Staf masing-masing, dan bila terjadi
penyimpangan dapat mengambil langkah-langkeh yang diperlukan
sesual dengan peraturan.

Pasal 26

{1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
Sekretaris, para Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk
dalam pelaksanaan tugas Sckretaris dan Kepala Bidang.

{2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan
memberikan bimbingan serta petun_]l_lk dalam pelaksanaan tugasnya
masing-masing.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan sctiap Staf masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnva.

Pasal 27

(1} Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dan berkewajiban menvampaikan laporan secara berkala tepat
waktu,

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan berkewajiban menvampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris dan
setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-
masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi berkewajiban
menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal » 30 Wesember 2016

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 3 3 Pessober 2016

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
NOMOR 47
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